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PREFACE

In response to a request from the Government of the Republic of Indonesia, the Government
of Japan decided to conduct a development study on Land Provision for Housing and
Settlements Development through KASIBA and Land Consofidation in Jakarta Metropolitan
Arca in the Republic of Indonesia and entrusted the study to the Japan lnternahonal
Cooperation Agency (JICA).

JICA sclected and dispatched a study team headed by Mr. Kenji TANAKA of Yachiyo
Engineering Co., Ltd. and consisting of members from Yachiyo Engineering Co., Ltd. and
Pacific Consultants International Co., 1.td. to Indonesia, five times between January 1998 to
December 1999, In addition, JICA set up an advisory committce headed by Dr. Takashi
Onishi, Professor of Tokyo University between January 1998 to December 1999, which
cxamined the study from spccialist and technical points of view.

The team held dlSCUSSlOllS with the officials eoncemcd of the Government of the Republlc of
Indonesia and conducted field surveys in the study area.  Upon returning to Japan, the tcam
conducted further studies and prepared this final report.

I hope that thls report will conlnbule to the promotion of this project and to the enhancemem
of fnendly relat:onshlp between our wo countries.

_ Finally, ! wish to express my sincere appreciation to the officials concerned of the
~ Government of the Republic of Indonesia for their close cooperation extended to the team.

7 Jailuaf}' 2000

((Ccd//@ M:'--'
' Mr Kmuo l"lljl[a

- President -
' Japan lntemat:onal Cooperahon Agency



January, 2000

LETTER OF TRANSMITTAL
Mr. Kimio Fujita,
President
Japan International Cooperation Agency
Tokyo, Japan

We are pleased to submit to you the study report on the Study on Land Provision for Housing
and Settlements Development through KASIBA and Land Consolidation in Jakarta
Metropolitan Area. :

This Study was conducted by Yachiyo Engincering Co., Ltd., in association with Pacific
‘Consultants International, under a contract to JICA, during the period from January 1998 to
January 2000. During the course of the Study, we conducted studies on system development
of KASIBA and Land Consolidation as well as case studies in Parung Panjan and Jatiasih in
the Jakarta Metropolitan Arca.

We would like to take this opportunity to express our sincere gratitude to jfour Agency, the
Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Construction. We are also most grateful for the
cooperation and assistance from the officials concemned in Indonesia, the JICA Jakarta office,

and the Embassy of Japan in Indonesia.

We hope that this report will contribute to the development of the Republic of Indonesia.

Very truly yours, )

Kenji TapaKa
Team L¢ader,

. The Stydy on Land Provnsmn for
Housing and Settlements through
KASIBA and Land Consolidation in
Jakarta Metropolitan Area
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RINGKASAN PELAKSANAAN

1. Latar Belakang dan Maksud Studi

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan UU No. 4/1992 tentang Perumahan  dan
Permukiman. UU ini mengajukan suatu pendekatan dalam pembangunan perunahan dan kota
baru yang disecbut dengan KASIBA untuk mengontrol pembangunan Metropolitan Jakarta
yang semrawui pada tahun 1990-an. Kantor Menteri Negara Perumahan dan Permukiman
telah merumuskan Rancangan Peraturan Pemncrintah untuk impiementasi (sckarang, tetah
disahkan pada 30 september 1999 yang lalu, PP No. 80/1999 tentang KASIBA dan LISIBA
berdiri sendiri). Dipihak lain, kantor Menteri Negara Urusan Agraria / Badan Pertanahan
Nasional (BPN) sedang melaksanakan proyek Konsolidasi Tanah . (K/T) diluar dacrah
berlandaskan Undang undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 dan bcber'ipa Peraturan
Pemerintah yang terkait melalui perjalanan (pengalaman) yang panjang, BPN telah
menemukan banyak persoalan p'ida pelaksanaan K/T setama ini. Dalam kondisi ini studi
dllakukan dengan maksud untuk memperbaiki sistem KASIBA dan K/T. KASIBA dan K/T
y‘mg mcmftng tcrmasuk dqlam lingkup tugas studi ﬂdalah sebagaumna bm ikut: :

KASIBA KAS]BA atau Kawasan Smp Bangun, adalah scbidang tanah yang disiapkan unluk
pembangunan perumahan dan permukiman skala besar dan terdiri atas satu atau lebih LISIBA,

atau Lingkungan Siap Bmgun Pelaksanaannya dilakukan secara bertahao deng'm lebih

dahu}u dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan
- rencana tata ruang yang ditetapkan olech PEMDA dan mcmenuhl persyaratan pembakuan '
pelayanan pr'\S'lrana dan sarana hngkungan : -

. Konsahdnsr Tanah : Konsohdasn lamh atau konsoildaSL tanah di bebcrapa negara achlah_ '
. satu langkah kebijaksanaan perhnahan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengaturan

- kembali penguasaan lanah dan penggunaan tanah untuk pembangunan prasarana sesuai
dengan rcncana pcmbanglman mclalm keterllbatan aktif masyarakat

Studi terscbut telah dli_aksa_nakan dari awal sampal selesai dalam keadaan situasi sosial di
~Indonesia yang kurang menentu sclama kurang lebih dua tahun dari Januari 1998 sampai
- Januari 2000, Krisis moneter pada awal 1998 itu yang bertepatan dengan dimulainya Studi ini
“ telah memicu krisis kcuangan dan ekonomi, disusul dengan perubahan politik dcngan

" turunnya rezim polilik yang . lama . Presiden Suharto pada bulan Mei - 1998.
- Keresahan sosial tersebut - berlanjut pada periode rezim sementata B.J.Habibic hingga
’ pcnyelcsalan politik terakhir dengan terpilihnya Presiden baru, Ab(lurrachlmn Wahid, dan

- penyusunan kabinet/pemerintahannya  yang baru pada bulan Oktober 1999. Sehnjutnya '

penicrintahan baru tersebut telah memulai restrukiurisasi dan pcmbentukan sistim organisasi
- dan administrasi pcmermtahan dalam memenuhl tugas-lugas yang dlllmpahkan kepada
. pemerintahan baru tersebut, terutama mengenai sistim desentralisasi. - Masih saja ditengah-

__ = * tengah restruk(urisasi organisasi pemcrmtahan 1tu f nal rcport (lapordn akh:r) ini dlsusun
T yallu pada bulan Januan 2000 :
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2. Studi Pengembangan Sistem Pcmbangim;in Kota
2.1 Sistem Pengelolaan Kota

K anteks Sejarah S

Pola pertumbuhan kota yang semrawut, yang dimulai di kawasan Jakarta pada tahun 1980-an
adalah merupakan latar belakang keinginan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan
pengelolaan kota dan Pertanahan sccara efektif. Kemajuan itu ditengarai dengan disahkannya
UU No.4/1999 tentang Perumahan dan Permukiman dan UU No. 24/1992 tentang Penataan
Ruang Bentuk kelembagaan KASIBA seperti yang belakangan ini dirumuskan adalah hampir
sama dengan pcrundangan yang mengatur perencanaan kota di beberapa negara lain terutama
dalam kcrangkq pengawasan penggunaan tanah dan pembangunan kota / pertanahan.

: Admnuslras: Per!(malmn

~ Sistem administrasi pertanahan di lndonesm sangat umk yang dllll]ljllkkall dalam definisi

- khusus tcntang pertanahan dan peranan khusus dalam pengelolaan tanah di Indonesia. UUD

1945 menetapkan bahwa tanah akan diawasi negara dan digunakan scluas -luasnya bagi -

kesejahteraan, 111asyarakat UUPA/1960 menegaskan bahwa negara mempunyai hak yang
melekat untuk mengawasi semua hal tentang kemilikan tanah pribadi dan penggunaan tanah
untuk jclas-_]clas bermanfaat bagl nnsyarakal Konsolidasi Tanah dilaksanakan dalam
kerangk'a ini. ' B

- Alur Pengelo!aan Perencanaan Kota '

Pengelolaan kota di Indonesia dapat dikenali datam 2 'ﬂur kcglatan dalam Sh’llkll.ll orgfmlsas .
: pemermtahan dari Pusat ke Daerah, Satu dari keglatan utama, yang kurang lebih sama dengan
negara-negara lain di dunia, yaitu kcglalan pengelolaannya dalam pcmbangunan kota dan

daerah berlangsung antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Yang lain adalah alur kegiatan '
~ pengelolaan pertanahan dibuat oleh BPN yang mencermmkan definisi keluar dan peranan e
khusus tentang sistem pcngclola'm sebagaimana discbut tcrdahulu Dalam pcrund'mgan dasar

. inilah BPN terlibat dalam proses perencanaan kota di pemermtahan dacrah. Perencanaan kota -
~dan pcmbangunan prasarana kota lebih terpusat daripada pengelolaan tanah. Belakangan -
~malahan lebih sentralisasi. - Gerakan reformasi pemerintahan belakangan ini tengah

berlangsung yang antara lain adanya pcngahhan qm 10kas: yang semula dlterbltkan oleh BPN
kcpada PEMDA. -

: Sisiem Peryman Pembmrgmmn ' - - .
" Indonesia mempunyat sistem perl_pman pembangunan umk yang mencermmkan snstcm,

~ pengelolaan tanah. Pengembang memerlukan 4 peraturan perijinan yang berbeda yaitu : ljin . _ U

- Prinsip, ljin Lokasi, ljin Perencanaan dan ljin mendmkan Bangunan. Ijin Prinsip dlterbxlkan

- untuk proyek yang sudah scsuai dengan rencana dan pcmbangunan tata ruang dacrah. L

‘Sesudah ljin Prinsip, ljin Lokasi baru diterima dari BPN bilamana sesuai dengan sudut" :
- pandang administrasi dan pengelolaan tanah. Anehnya sistem ijin pembangunan itu diartikan -

sebagai ijin untuk membeli tanah. Hal ini berimplikasi bahan kawasan yang dlrencanakﬂn"f_--' L
resmi menjadi kawasan pengembangan tanpa konsensus para pemilik fanah untuk melepaskan R
hak atas tanahnya di kemudian har. Kasus ini dapat menjadi perselislhan karena ijin ©

pembehan menjadi ancaman’ pelanggaran atas hak properti dan hak pemanfaatan ianah dan i
mengabaikan pemilik tanah. Hal demikian menjadi pertimbangan serius sebagai penyebab '

berbagai persoalan dan akhlmya BPN mengahhkan hak pembellan tanah dan pengallhan um j:-" .

- lokasi kepada PLM DA
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AY; lslem Pembmyaan

Pembangunan pcrumahan di Indoncsn sangat tergantung pa(h sumbcr pembiayaan komersial.
- Penyertaan modal dan pinjaman bank komersial merupaka sumber pembiayaan peramahan
yang paling besar (crmasuk perusahaan umum yaitu Perum Perummnas. Waglaupun
pembangunan perumahan memerlukan investasi jangka menengah, pengembang akan
tergantung pada pinjaman bank komersial yang berjangka pendek untuk membiayai proyek,
atau bahkan menerbitkan surat berharga untuk membangun rumah-rumah menengah dengan
harga yang cukup tinggi. Peningkatan suku bunga dan jatuhnya permintaaan akan rumah
selama krisis ckonomi telah menycbabkan terpuruknya bisnis pembangunan perumalnn
scbagai akibat cara pcmbla) aan konvensnonal ter sebut

Reformasr Pemermmlmn aklur—aklur ini : :

Gerakan reformasi tengah berlangsung di indonesia se_|ak adanya perubahan politik pada
medio 1998. Faktanya banyak produk perundangan dan peraturan pemerintah dalam masa
reformasi telah diluncurkan (disahkan) dari hampir semua sektor pemerintah seperti : hak
_asasi manusia (demokrahsasn) desentralisasi, kelembagaan, kebijaksanaan, keuangan,
pcrtanahan dan reformasi peradilan. Diantaranya, desentralisasi merupakan hal yang paling
~relevan terhadap KASIBA dan K/T karena kedua kegiatan dikategorisasikan dalam
perencanaan kota yang memang menjadi tanggung jawab PEMDA pada awalnya. UU No.

22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan
- antara Pemerintah Pusat d'm Daerah dlmaksudkan scbagal kebuaks'maan desentmllsam di
' Pemcrmlah ]ndonesm ' IR : : ‘

" Secara substansnal begllu cepalnya kebuaksmaan desentrahsam ini dngulurkan akan

| menghadapi kesulitan-kesulitan yang sulit dijawab. Namun demlklan implikasi fungsional

. dan desenlrahsasn keuangan atau otonomi dacrah dalam pembangunan perumahan dan kota
© dimaksudkan: 1. Perubahan Fungsi : PEMDA menjadi pelaku utama dan Penicrintah Pusat
seb'igal pihak pendukung dalam pembangunan perumahan dan kota. Ini 'mmya PEMDA
B mcn_;adi penanggung jawab utama dalam pclaksanaan KASIBA dan K/T ~ 2. Proses
~ pengambilan keputusan palmk/admm:strasr lebih banyak melibatkan berbagai pihak,
_demokralis, dan transparan daripada sebelumnya. 3. Pemngka(an kapasctas PEMDA dan

o masyarakat setempat ;- KASIBA dan K/T - lidak chpat dilaksanakan tanpa adanya

pemberdayaan kapasitas PEMDA dan - Masyarakat - 4. Prioritas Tertingi  dalam
_ pembangunan perumahan dan kota adalah yang terkalt dcngan kepentmgan masyarakat dalam
= keh:dupan scharl harmy'i S - . :

2 2 Rencana Perbalkan Slstem KASIBA

o Dwers:f kas:/keragaman penempan s:sfem pembangmmn kom dengan cara KASIBA R

- KASIBA secara umum didefinisikan sebagai : “KASIBA adalah suatu sistem pengawasan dan
- pengelolaan pembangunan kota dengan fujuan agar kawasan pengembangan kota dimana
- proyck pcmbangunan perumahan dan kota digelar dan dilaksanakan scsuai dengan rencana :

- . “Berdasarkan pengertian umum, 7 Varla51 sistem pcmbangunan kota di Indonesia dikaji dan -
" diklasifikasikan dalam (3) tiga tipe system : 1) Pengawasan pembangumn kota dengan
- menetapkan kawasan pengembangan KASIBA, 2) Mengarahkan pengembangan melalui
" 7. penyediaan prasarana 3) Pengembangan melalui penyedtaan tanah untuk berbagai kebutuhan
- dalam KASIBA. Keuga Sistem yang dlusulkan ini bukan alternatif, tetapi dirckomendasikan -
o secara selektif sesuai dengan situasi yang berbeda bagi pembangunan perumah'm dan kota
-+ . sesuai sifat-sifat lokal di: Indonesia. Dltegaskan bahwa KASIBA sistem ini : tidak
Qe bcrtcntangan dengan UU No 4/1992 tentang Perumahan dan Permuklman ' R
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Tnovasi langk ah-langkah Pembaugmmn Kota drm Permna.’mn di Imlanesm melalm Srstem
KASIBA

Studi ini dilakukan un{uk memfmtapk'm srslcm KASIBA. Rencana perbarkan srstem KAS] BA
yang diajukan termasuk sistem administrasi, pengelolaan tanah, perijinan pembangunan dan
sistem pembiayaan serta organisasi. Namun demikian harus ditekankan disini bahwa hal |
tersebut dimaksudkan sebagai inovasi dan perbaikan sistem perencanaan kota di Indonesia
dan sistem pembangunan itu sendiri melalui pengkajian utamanya pada sistem KASIBA. Pada
akhirnya dapat dirckomendasikan untuk tetap meneliti dan mengkaji ulang langkah- langkah
* inovatif bagi rencana perbaikan KASIBA dalam kerangka kemajuan sistem perencanaan dan
pehksanaan peinbangunan kota di lndoncsra

Alrh Teknologr keparln PEMDA melalmKASIBA S Lo

Sistem pelaksanaan dan prosedur sistem KASIBA dlsrapkan dalam bcntuk Panduan
(Gurdclmcs) Proyck KASIBA dan Petunjuk Teknis. Dalam proses perubahan yang drastis
dalam sistem administrasi pemcnnlahan kearah otonomi daerah yang tidak diketahui

gambaran kescluruhan secara jelas, hal ini menjadi pokok bagi tanggung jawab dan hak
PEMDA untuk memutuskan sistem pembangunan kota yang bagaimana dan apa yang cocok -
untuk dilaksanakan. Panduan’ dan Pctun_;uk teknis (Juknis) dirancang untuk menambah =~ -

pengetahuan PEMDA  dalam perencanaan dan Pembangunan Kota melalui KASIBA. -
Selanjutnya dipeitimbangkan cara yang terbaik bagi PEMDA untuk memanfaatkan secara -

cfektif dan efisien dan proyek pclaksanaan KASIBA harus dapat memcnuhr kebuluhan j'-

sclcmpal

 Sistimasi Perencanaan dan Pembangrman Kota Dalam Reformasr Pemerm(almn da!am :

memanfaatkan KASIBA : e
* Beberpa langkah dan program untuk mcmperbarkr srstcm pengelohan kota dan pertanahan -
- pada PEMDA dimaksudkan dan drpersnpkan dlam kerangka reformasi pemerintah khususnya

dalam kebijaksanaan desentralisasi pemerintahan Indonesia. Drsayangkan bahwa mercka =
belum ada penyesuaian dan koordinasi dengan baik. Topik besar seperti “Sistem Perijinan
Pembangunan” ; ljin Lokasi / Ijin Pemanfaatan Ruang / ljin Penggunaan tanah dan “Sistem .

- Pembangunan Kawasan Kota” : KASIBA versi Menteri Negara Perumahan dan Permukiman

dan Permrmtahan dan “l’engelo}aan Kawasan Perkotaan” versi I)epartemen Dalam Ncgen IR

Dua allernatif drajukan untuk mcmadukan kcduanya dalam srstem perencanaan dan '

pembangunan kota di Indonesia : “KASIBA sebagai bagian dari Perencanaan Kota (City . =~ =
~ Planning Oriented KASIBA) atau KASIBA “sebagai Proyek Perencanaan Kota (Project =~
Oriented KASIBA). Kewenangan pengawasan kota dan juga wewenang pelaksanaan proyek .
(misalnya : ljin pembelian tanah) terutama KASIBA akan drterapkan secara terpisah antara =
“Kawasan Promosi KASIBA / KASIBA Urban Promotion area dan Kawasan Proyck'-' o

KASIBA / KASIBA Urban Project Implementatron area” Hal ini membuat KASIBA lebih '
- fleksibel untuk mengakomodasrkan berbagai  macam proyek pembangunan (mrsalnya

“pembangunan Realestat olch pengembang swasta, K/T) dan untuk menghmdarr munculnya L
kemungkinan persoalan (misalnya : Kenalkan harga tanah dan pe]anggaran hak propertl B :

" dengan adanya r_un pembehan lanah)

Allernalrf lam adalah kcterpaduan KAS[BA kedalam perencanaan kota secara keseluruhan :

dalam sistem dan kerangka pembangunan diarahkan sebagai “Pengelo]aan Pembangunan T

B Kawasan Kota Baru / New Urban Development Managcment Area” yang dlprakarsar oleh -

Depar{cmen Dalam Negen KASIBA bcrkembang Sebagm srstem proyek dalam kerangka ;': o o
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~ keseluruhan pengembangan. Pelaksanaan KASIBA diterapkan dalam kawasan pclaksan'i'm
proyck perkotaan KASIBA. hal ini memungkinkan untuk mcnghmdarkm persoalan yang
mungkln nuncul seperti yang dlscbut dlatas :

Renca.-.'a Pelaksanaau

Pcincrintahan Pusat harus segera menjabarkan upaya kegiatan pelaksanaan program KASIBA
yang dilaksanakan olch dacrah terutanma pelaksanaan tahap awal pada pilot proyek. Rencana
tindakan yang diusulkan sccara simultan yaitu “Pelaksanaan Pilot Proyek” dan “Perluasan
Pengembangan Proyck KASIBA”. Kemudian termasuk melakukan diseminasi / pelatihan
~ tentang KASIBA dan pembangunan kota kepada PEMDA dan studi ini untuk mendapatkan
lokasi-lokasi yang cocok untuk pembangunan KASIBA dengan contoh di Metropolitan
Jakarta.

.2 3 Rencana Pcngcmbangqn Slstem KfI‘

- Pengembangmt Stslem bagi K/T yang Inomt{f

Sangat nyata diperlukannya pembentukan mekanisme pengcmb'mg'm K/' : “pemulihan biaya
- melalui keuntungan pembangunan”. Untuk itu dirckomendasikan pendirian asosiasi K/T
- sebagai svatu badan pelaksana yang dapat sccara absah di depan hukum melaksanakan
- pembangunan infrastruktur, dan sistem pemetakan-ulang berdasarkan evaluasi nilai tanah
‘sebagai sistem pemulihan biaya bagi pihak yang memperoleh keuntungan. Rencana
* Pengembangan sistem K/T melalui Pedoman bagi Proyck K/T dan Petunjuk bagi Tata Cara

- Praktis disajikan demi pclaksanaan K/T berdasarkan atas mekanisme pengembangan K/T,

. dengan rekomendasi pada beberapa sub-sektor seperti halnya persetluuan peimerintah dan _
T kcscpak't{an para pemilik tanah, pengclolaan tanah, s:slcm pembla) aan, sistem org'lmsam dan
' pengflturfm hukum : ‘- ‘ '

o Pengafuran I ukum bagt pen yempumaan sistem vejalnn dei:gan refomms: pemermtah

- Pengaturan hukum dirasa sangat mendesak untuk mewujudkan rencana pengembangan K/T
- yang diusutkan. Pengaturan di btdang perundang-undangan tersebut layak dicapai dengan titik
- berat pada pentingnya K/T dalam era reformasi pemerintah, yang menekankan “pengelolaan
" tanah” dengan menghnmnu hak rakyat atas tanah dalam K/T dan “Administrasi dan

"~ Pengelolaan Wilayah Perkotaan” berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Dacrah - dalam rangka kebijakan desentralisasi pemerintah, yang memeriukan

o " penerapan K/T dalam hal pembangunan infrastruktur, ‘pemberdayaan masyarakat (peran-serla
~ . para pemilik tanah) dan pendckatan pembangunan perkotaan berwawasan kew:layalnn .

scbagal gantl atas pcndckatan sektoral d] masa s:lam oleh pemermlah pusat

"‘rSrste.-n K/T dalam Slsremarlsasr Perencanaan Kam dml Pembangmmn di Iudonesm -

- K/T sangat penting dan responslf bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam
kebijakan desentralisasi. K/I' dapat dimanfaatkan untuk memngkatkan kemampuan
. pelaksanaan perencanaan kota oleh pemerintah. dacrah Untuk mencapai tujuan ini, haruslah
. ada keterkaitan dengan sistem perencanaan fata ruang, Iebih sirategis lagi dengan sistem

2 .__: administrasi dan pcngclolaan kawasan perkotaan yang dilembagakan oleh Depariemen Dalam
S Negeri, dan pembangunan Kasiba yang dldukung oleh Kantor Menteri Negara Perumahan dan
' Permukiman, -yang pada akhitnya menuju ke arah sistematisasi perencanaan kofa dan =

pengembangan pemerintah daerah. Keterpaduan antara K/T dengan sistematisasi perencanaan

dan pembangunan kota -yang ditunjukkan pada admmlstraw dan pengclolaan wﬂayah o

o perkotaan dI Indonesna sangat duekmnendas;kan
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Rencmm Kegiatan Peudorong :
Rencana kepgiatan pendorong dwekomendasnk’m dcngan penckanan pada kegntan bagi
pengaturan hukum demi K/T yang inovatif, dan pelaksanaan proyck percontohan. Berkenaan
dengan  pengaturan  hukum, beberapa sistem  (randisional mungkin  diperlukan untuk
menjembatani antara K/T tradisional dan K/T inovatif. Dalam rangka pengembangan dan
penyebaran K/T ke seluruh tanah-air, pendadaran atau pendidikan dan latlh'm bagl K/T yang
inovatif harus senantiasa dllakuk'm secara terus-menerus. :

" 3. Studi Kasus KASIBA dan K/T
3.1 Studi Kasus KASIBA di Pavung Panjang

' Rencana Pembm.'gmmn : : :
~ Ini hanyalh permulaan dari Lercsahan masyarakat dan krisis ckonomi d'llam tahun 1998 »
ketika master plan mencakup 1000 ha dirumuskan. * Jawaban terlndap_srluam ini telah
diambil beberapa langkah-langkah dalam pekerjaan  perencanaan misalnya * daerah
“ pembangunan diturunkan menjadi 300 ha, dengan meninggalkan 700 ha untuk daerah
perluasan di waktu yang akan datang, dan didalam 300 ha hanya perumahan dalam kelas

- menengah dengan alokasi kebijaksanaan pemerintah dalam perumahan 1:3:6, selain rumah

dengan kelas atas untuk pembangunan di waktn yang akan datang sebag‘n jawaban alas
mmurunnya permmlaan rumah terutama uniuk kelas atas : .

Auahsw Ketmngan L - : ' : o s Lo

- Scbagai hasil tangkah- langkah ini, anahsus keuangan 111enyalakan bahwa IRR akan l‘IlCll_]adl
17% untuk proyek perumahan scluruhnya, dan bilamana hal ini dibagi kedalarm Kasiba (tanah
~ dan infrastruktur) dan LISIBA (perumahan), 6% pcrtama dan yang teakhir 8% (kelas rendah)

S~ 13% (kelas menengah). Nampaknya bahwa jika yang pertama (Kasiba) ditetapkan pada

-, tingkat rendah, yang kedua (LISIBA) meningkat dan jika pcrumahan kelas atas dimasukkan

~ bilamana ekonomi kembali normal, JRR cenderung naik.  Analisis kcuangan menunjukkan 1.

~Kasiba layak bilamana suku bunga riil 10% (Penierintah telah mengambil langkah- langkah -
- untuk menurunkan suku bunga untuk pemulihan ekonomi Indonesia); 2. Dengan dana yang
disediakan olch pemerintah (KMB) untuk rumah murah, biaya untuk infrastruktur dapat
dikembalikan melalwi Kasiba; 3. Cross-subsidy dari perumahan kelas menengah (13%) ke
kelas murah (8%) menjadi mungkin; 4. Harga penjualan LISIBA akan ditentukan dengan

memperlnmbangk'm keunlungan yang wajar unluk para pengembang LISIBA dlsampmg o

' uniuk pemulihan blaya Kamba

| ‘__Vr'Pllot ijecf - S L S : = R
Dapatlah dlslmpulkan bahwa KASIBA dapat dlterapkan d1 dacrah pmgglran }akarta Namun

- demikian dengan mempertlmbangkan situasi_ekonomi yang tidak dapat dlperkrrakan dan L

'penmmtaan rumah yang tidak bisa diramalkan, disarankan untuk memulai persiapan pilot
- project di satu 1msy'1rakat dengan skala kecil dimana Perum Perumnas telah mendapalkan

tanah, didalam rencana daerah pembangunan KASIBA (300 ha).  Perluasan akan diperiksa s |

_sebagal Jawaban terhadap kondisi sosial-ekonomi dan permintaan akan rumah di waktu yang

akan datang, karena pembangunan bertahap adalah satu dari keuntungan dasar dari KASIBA. !

Didalam pilot project, undang- und’mg Ka31ba dan pcraturan pemermtah akan dlterapkan :
_"._unluk pertama kahdl Indonesna ' R : S T e :

o Instatm dtm Wu’ayah Kota Meiro;mhfan B

Insmnsr d(m w:layah kota melropoh!an mcncakup bcbcrapa Kabupaten dan Kotamadya yang R
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dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 22, tahun 1999 dan penentuan pemerintah.
Disarankan bahwa pilot proyek ditangani olch instansi ini dan tidak hanya Kabupaten Bogor,
dimana proyek ini berada, karcna permintaan akan rumah yang dipenuhi dalam pitot proyek
- datang dari DKI Jakarta dan dari dacrah disckitarnya. Dcngan demikian pembagian dana
untuk pilot project harus juga di koordinir melalui instansi ini.  Permintaan akan rumah yang
“sesungguhnya dan kapasitas pendanaan KMB akan diteliti dengan cernmat dalam rangka
wilayah kota metropolitan. Permintaan akan rumah mengandalkan pada langkah-langkah
- keuangan pemerintah, terutama pinjaman pcmmahan l\epada masyarakat, yang akan dibentuk
dalam pcmermlahan yang baru.

MSIBA dalam tnqmmn Master Plan Jabombek (I 99 7) .
~ Studi kasus Kasiba menunjul\kan bahwa adalah efektif untuk mengarah pada pembangunan
kota dan perumahan sepanjang jalan kereta api untuk menciptakan kota berorientasi ke kereta
api yang bertujuan pada peningkatan angkutan dan lingkungan di w1layah Jakarta.
Diharapkan bahwa pemerintah akan meningkatkan kebijaksanaan perkotaan ini melalui
. aplikasi Kasiba. Terutama Kasiba dan kebijaksanaan kota harus diteliti dalaa meninjau
‘ Master Plan Jabotabek (1997) didalam perubahan trend ekononu yang akan dibuat oleh
~ pemerintah baru. - IIal ini berkaitan dcngan proposal mengenm studl untuk pcmbangunan
kota melalm Kasiba da daerah Jabotabck L : '

3 2 Studl Kasus K/I‘ dl JatlaSIh

-""Slstem Pembangm:rm Prasarana dau kata secam swaa’aua yang efe.'mf dt Metmpoh!an '

< Jakarta

. Studi kasus L/C di Jahasnh menunjukkan sekltal 30% darl konlnbum tanah scdangk‘m di
E Parung Panjang menunjukkan 63-73%. - - Karena 20- 30% dlanggap pada tingkat yang praktis
untuk L/C pada proyek-proyek yang lalu di Jepang dan negara-negara lain, dapat disimpulkan -
secara umuin bahwa dalam jarak tertentu dari Jakarta, L/C dapat diterapkan dan dimanfaatkan
sebag'u 51stem pembangunan mfms{ruktur dan kota dengan pembnyaan sendiri yang cfcktlf

R Studl kasus Jarak dan Pusat Kota Jakana o Ratlo Konlnbus: Tanah
Parung Panjang . .-~ . . 35km . A 63 3% : '
Jalla.mh (288 ha) - 0 20km o - 375%

@sTh) ij. T L 017 %@253%) |
. . IR ) A (JalanArten olch Pcmenn!ah)

Pembentukan P:Iot Proyek dan Pelaksmman ; ' Lo
v Proyek L/IC mencakup 25.7 ha diteliti dengan seksama dengan menurunkan ratio konlrlbum S
- tanah sebesar 25.3% (Tanah Pemerintah : 17, 9%, tanah cadangan: 9. 8%).  Berdasarkan hasil

- studi kasus ini, disarankan bahwa pilot project dilaksanakan ~didalam daerah studi.

_- Pembentukan proyek dan kegiatan promosi untuk pllot prcucct harus dlmulal d'ilam konsultasu
: dan koordmasn dengan masyarakat dan pemlllk tanah :

4 Smtesm Studl KASIBA dan Kfr

Studl ini mcnghasdkan usulan bagl snstem perbalkan KAS]BA dan Kf]" KAS[BA dldasarkan :

~atas UU No.' 4/1992 tentang Perumahan dan Permukinman dan diikuti oleh Peraturan B

o ~ Pemerintah (PP) yang akhlmya dlsahkan pada tanggal 30 September 1999, Selamulnya

T kepulusan Menten yang dltetapkan dalam PP akan segera dlSlapkan untuk -memulai
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i ..Pchksanaan proyek KASIBA D1 Indonesna proyek KfI‘ tclah dllakukan berdasarkan PP darl ';-': EarNs

, (2) Perkua(an dan perbmkan Slsfem Perencanaan Kom
Secara luas diakui bahwa percncanaan kota ‘di” Indonesaa atau
" termasuk sistem perijinan pembangunan; dan dalam prakteknya memerlukan perbaikan untuk

- BPN, tanggapan terhadap usulan untuk memperbaiki sistem lama dari studi ini, BPNtelah -
_mul’u menyiapkan rancangan undang—undang tentang K/T. Sejajar dengan peraturan dan

~ perundangan KASIBA dan K/T, studi ini mcngeluarkan kcs:mpulan dalam 3 butlr sebag’u R
hasnl Lombmasn studl KASIBA danK/T X . R B : -

: (I) Pengkajmu Penempan Slsrem Pembnnglman Kom melalm smd: Imsus T T
“Dalam studi kasus KASIBA dan K/T, kedua sistem secara teknis dan- pemblayaan dlka_}l R
- menghasﬂkan kesuupulan secara umum pencrapan KASIBA dan K/T masing- masing di
~ kawasan luar Jakarla dan perbatasan kawasan terbangun Jakarta Bcrdasarkan kesnnpulan_
‘studi, dwekonmndamkan bahwa KASIBA dan K/T sebagai alat’ pengawasan. pembangunan_'-- e
_kota yang “dikaitkan dengan rencana induk pembangunan kawasan - Jabotabek - ataw -
. ;_,'Metropohtan Jakarla, yang terus ditinjau kembah belakangan ml karcna adanya bcrbagal_ S

- pcrubahan snluaSI sosml ekonoml d1 Indonesta ST S P -

perencanaan lata ruang

e '-i.":beberapa hal (pentmg berkenaan derigan- penmgkalan keblylksanaan descntrahsas: lcblhf"f__'_'*'"*“'"
7 lanjut). KASIBA dan K/T akan dilembagakan dan dikelota’ se_lalan dengan penmgkatan snslemf’ Ll
e —"perencanaan dan pembangunan kota di Indonesia; KAS]BA dan K/T ‘adalah konsep ‘dan "
;0 sistem pembangunan yang mempunyal manfaat dan mampu ‘memulihkan biaya pembangunan"f’ i

yang telah dikeluarkan, serta akan merangsang inovasi dan kcmajuan sistern pcmbangunan; o
prasarana dan kota yang ada Selanjutnya KASIBA dan KfT d;gunakan secara bebeda yang =

- g .:;'_ Indones:a blsa dlterapkan secard ﬂekmbel

‘ (3) Kaordmas: dengan kegiaian Reformas; Pemermtahan .
~+ . Sesudah ada’ perubahan politik pada tahun 1998, banyak uu: baru dan era uran Pcmermlah .
"+ + disahkan oleh kebijaksanaan pemermtah reformasi dan skema reformasi j juga dlrumusLan bagl

R scktor pengelolaan kota dan peitanahan oleh lcmbaga pemermtah tcrkalt (Pengahhan' :
- wewenang” kepada PFMDA dalam- pcmbangunan ‘perumahan dan’ kot: J

2 '.'_._--peruman pembangunan pemantapan “Sistem . pemerintahan - dan’: péngelolaan kawasan__"-.
L perkotaan

- pemermtah dalam gcrakan reformas:

tanah VS metode pemetakan- ulang tanah) yang mana perlu dlterapkan selekhf sesuai dengan - |
. perbedaan situasi lokasi- proyek Inilah hal yang utama bahwa dalam perencanan kota dl

“linjavan sistem

' mjauan snstem undang-undang keagrarlam dan sebagamya) =T1dak dapat'r'
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1. Pengantar

Pemerintah Indoncsia telah memberlakukan UU Ne. 4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
UU ini mengajukan suatu pendekatan dalam pembangunan perumahan dan kota baru yang discbut
dengan KASIBA untuk mengoniro! pembangunan Metropolitan Jakarta yang semrawut pada
tahun 1990-an. Kantor Menteri Negara Perumahan dan Permukiman telah merwmuskan

- Rancangan Peraturan Pemerintah untuk implementasi (sckarang telah disahkan pada 30
september 1999 yang lalu, PP No. 80/1999 tentang KASIBA dan LISIBA berdiri sendiri). Dipihak
lain, kantor Menteri Negara Urusan Agraria / Badan Pertanahan Nasional (BPN) sedang

" melaksanakan proyek Konsolidasi Tanah (K/T) diluar dacrah berlandaskan Undang-undang
Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 dan beberapa Peraturan Pemerintah yang terkait melalui
‘perjalanan (pengalaman) yang panjang, BPN telah menemukan banyak persoalan pada
pelaksanaan K/T selama ini. Dalam kondisi ini studi dilakukan dengan maksud untuk
memperbaiki sistem KASIBA dan K/T. KAS]BA dan K/T yang meinang termasuk dalam lingkup
lug,as sludl ad‘zlah sebagalmana hcnkut

KASIBA : KASIBA alau Kawasan Szap Bangun, adalah sebldang tanah yang disiapkan untuk
_ pembmgunan pcrmmhan dan pcrmuklman skala besar dan terdiri atas satu atau Iebih LISIBA,

atau Lingkungan Siap Bfmgun Pelaksqn'nnnya dilakukan secara bertahao dengan lebih dahulu
- dilengkapi dengan jaringan primer dan sckunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata

ruang yang ditetapkan oleh PEMDA dan mcmemlhl persyaratan pembakuan pchyanan prasar‘ma
- dan sarana lmgkungan e :

: Konsohdas: Tmmh Konsolldasn T'mah alau konsolldasn tanah di beberapa ncgara adalah satu
langkah kcbuaksanaan per{anahan yang berkaitan dengan pengaiuran dan pengaturan kembali
penguasaan tanah dan penggunaan tanah untuk pembangunan pnasarana sesum dengan rencana
'pemb'mgtman mclalul kctcrllbatan ‘lkllf masyarakqt : :

E Fujuan dari studl ini adalah mempromos:k'm pcmbangunan pemmahan dan permukiman di
- Kawasan Jakarta Metropolitan dengan mengusulkan langkah-langkah untuk melaksanakan dan
meningkatkan KASIBA dan skim Konsolidasi Tanah melalui pengadaan dua studi kasus.

N S
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2. Studi Pengembangan Sistem Pembangunan Kota
2,1 . Sistem Pengcelolaan Kota dan Pertanahan di Indonesia -

2.1.1 Kontcks Scjarah Pembangunan Kota

Isu-isu utama yang menyangkut peratumn dan perund‘mgan yang te!ah disahkan olch Pemerintah,
perencanaan dan program-program yang tcrkmt dcngan perencanaan dan pembangunan koh
dlkajl dan dlrmgkas scbag‘n berikut: : : ; -

Tabel 2.1. 1 ngkasan Knntcks Sejarah Pcmbangunan Kota

Penode .' lsu isu Utama - L Implementasu

1960- 1970 (sebelum REPFLITA) Pemantapan sistem pertanahan nasional dalam . UUPokok Agrana o
pengetolaan tanah dan kota o i '
I970—|980 (REPhLlTA L1I) . Peayediaan tanah untuk pembangunan Prasarana Prograrn Perbaikan Kampung
R T T A Peningkatan Pendapatan nasional dari ckspo; minya}:]. dan penyediaan rumah murah - -
: - : 7 (oleh Perumnas)
1980-1990 (REPELITA 111, l\') ~ Perluasan pembangunan Jarmgan prasarana . P3KT dalam rangka perkuatan
. Pada tahun Y , : kemampuan daerah
II933 ha:ga ntinyak di pasaran mtemaswnal jaluh memsolnya ekoaoml dunid L .
- 1990 1993 (REPEL!TAV VI) ‘ Pengendalian Utbanisasi - TR - UU tentang Penataan Ruangdan__ _
ok i[’cr!umbuhan ckonomu‘mdusln yang cepallunggi] UU tentang Perurpahan dan -
" Permukiman ¢ ¢ - -

- 1) Permde ini dnwamal oleh manlapnya snslem penguasaan tanah di Indoncsna bﬂrdﬁsarkan
Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 yang selanjutnya dllengkapl oleh
] Peraluran peraturan Pemermtah (PP) sebagal pcraturan pclaksanaannya
2) SCJak chchta dlmulal kond151 prasarana kota sangat parah dan pada awal 70 an mulal
- diadakan pcmbcnahan berdasarkan kebutuhan dasar pembangunan kota. Manfaat- manfaat
yang diperoleh ini bersamaan dengan adanya penmgkatan kinerja keuangan Pemermtah yang
- berasal dari ckspor mmyak yang pada wakiu itu pasarannya sedang tinggi. Program program
. Perbaikan Kampung dan pendirian Perum Perumnas untuk menyedlakan rumah murah
: merupakan hal- hal pentmg yang patut dicalat pada perlode 1m TR T

' 3) Pcrbalkan prasarana dasar yang telah dllakukan pada pcnodc scbclumnya kemudlan

* dilanjutkan dan diperluas dengan Program Pembangunan Prasarana Kota terpadu

3 7(P3KT/[UIDP Integrated Urban Infrastructure Development Program) yang meliputi @
penyediaan air bersih, fasilitas sanitasi, Perbaikan Kampung (KIP), Perbaikan Prasarana Pasar

L (MIIP), drainase kota, dan jalan kota. Mobilisasi sumber-sumber untuk melaksanakan

program tersebut diutamakan dari Pemerintah Daerah (Pemda) sendlrl karena bersamaan

“dengan itu Pemerintah Pusat sendiri sedang kesulitan keuangan sebagal aktbat Jatuhnya harga o

mmyak di pasaran duma pada tahun 1983 .

4 Kebuaksanaan ekonoml makro dan langkah~langkah yang dlambll Pemcrmtah adalah unluk :
. memacu perkembangan industri; khususnya industri non-migas. Cepatnya pertumbuhan .
_ mdustn kemudnan diikuti oleh !mggmya urbamsasn khususnya ke Jakarla atau Jabotabek '

L Memngkatnya pertumbuhan penduduk juga dlpercepat oleh banyaknya penduduk pedesaan yang -
pindah ke kota sccara terus menerus,  Cepatnya pertumbuhan kota, bersamaan dengan :
pcrlumbuhan mdustrl berdampak pada persoalan lam yang senus antara lam pcncemaran alr dan
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udara, kemacetan lalu lintas, banjir dan sebagainya. Perencanaan Kota di Indoncsia sudah harus
mencapai tahap horison baru berupa langkah-langkah dan sistem yang efektif untuk mengawasi
dan mengelola pembangunan kota skala besar sebagai suatu kebutuhan untuk menahan atau
- mengurangi berbagai persoalan kota dan ]mgkungan agar tercapm suatu kondisi ek01101m dan
sosial yang kondusif dan berlan]ut - : :

ULLanngﬂangLQnaiaan.Ruang yang diuhdangkan padé tahun 1992 adalah bukti perbaikan
sistem perencanaan dan pembangunan kota dan landasan bagi langkah- langkah untuk memerangi

berbagai persoalan kota. Pemerintah tengah dalam posisi unfuk segera menyiapkan panduan dan .
- peraturan dalam rangka peclaksanaan UU tersebut. Di pihak lain UU fentang Perumahan dan
Permukiman yang disahkan tahun 1992 mencerminkan perhatian Pemerintah untuk mengawasi
secara efektif dalam rangka mengelola pertumbuhan kawasan di kota yang semrawut dan parah di
seputar Jakarta dan kota- kota lain.

: Scbagﬂlmam telah dluralkan Pemermtah sedang dalam proses bagalmana mendorong sistem
perencanaan dan pembangunan kota melalun cara-cara inovalif berdasarkan UU yang ada. Dapat
- dikatakan bahwa Indonesia berada dalam era baru tahun pertama memasuki perencanaan kota
. yang inovatif. Namun demikian krisis ckonomlyang terjadi belakangan dan ketidakstabilan sosial
yang dipicu oleh perubahan besar sosial dan politik tclah mendorong Indonesia memasuki -
- masyarakat reformasi. Perkembangan reformasi telah mulai pada masa transisi dan tetap akan
berlanjut pada rezim mendatang dengan lingkup dan besaran-besaran tergantung pada

: kepulusan keputusan pemerintahan baru. Berkenaan dengan hat ini perlu dmnﬂsrpam bahwa =~

- perencanaan dan pembangunan kota akan ditingkatkan sehubungan dengan pcrubahan reformasi
dan scarah dengan kebljaksanaan pemerintahan mendatang. - Diharapkan KASIBA dan

- Konsolidasi Tanah (K/T) akan memberi sumbangan besar pada perbalkan perencanaan kota ch
lndoncsna Sclanjutnya pemermtah reformas: akan membahas lebih lanjut S

__22 1. 2 " Pola Plknr (yang berpengaruh) dalam Perencanaan Kota dl Pemermtahan .'

‘ Slstem orgamsasn pemermtah Indonesm di bldang perencanaan kota dlplklrkan sebagal berlkut ,
OrgamsaSI pemerintah antara lain Pemda sebagai lembaga peiaksanaan perencanaan kota, -
Pemerintah Pusat sebagai pemandu, pendukung, dan pembina pcmermtahan dacrah dalam kaitan

' kebuaksanaan pemerintah unfuk desentrallsasﬂdekonsentram oo '

_:Semcmara itn pemermlahan gubemur, bupatl dan wahkota yang dlplllh oleh DPRD dan dlreshu
. aiasan, selain diberi wewenang dapat melaksanakan otonomi untuk beberapa hat, mereka juga :

- diberi wewenang oleh Presiden untuk menyelenggarakan pemermtahan di daerah. R
. Fung31 kota dan pengelolaan di Indonesia terdiri atas dua arus kegiatan dalam slruklur

pemermlahan yaitu dari Pusat ke Daerah. Salah satu dari arus utama yang relatif sama dengan

negara-negara lain bahwa kegiatan admm:stras;/pemermtahan bldang pembangunan kota daerah o

- ditangani antara Pusat dan Daerah, . : R
'L-Pemnk:ran lain menyangkut pengelolaan tanah adalah dan BPN Koordmas1 dan kerjasama 2 pola

7 -pikir € tersebut menjadl fungsi utama dalam kcglatan perencanaan kota di daerah, T

© Selain jtu pemahaman khusus mengenal tanah dan pengelolaannya ]uga pentmg dalam

- masyarakat Indonesia. = . : TR e
-~ Pengelolaan tanah yang dltangam Pemerlntah Pusat melalul BPN termasuk reformam pengaturan '

.. penguasaan lanah, pengelolaan hak atas tanah, sertifikasi tanah, termasuk penggunaan tanah E

. Pada takaran perundangan, BPN terlibat dalam proses perencanaan di daerah, - RS
K Perencanaan Kota dan pembangunan Prasarana kota ieblh dndesentrahsam danpada pengelolaan
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pertanahan. Yang terakhir ini lebih discntralisasi. Inilah yang dapat dimengerti sebab pengelolaan
tanah sangat vital bagi kesatuan bangsa, terlebih bagi Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dan
suku bangsa, sekaligus scbagai sumber pendapatan belanja negara. Struktur pemerintah Indonesia
merupakan kombinasi antara desentralisasi dan sentralisasi. Perubahan-perubahan yang terjadi di
pemerintahan belakangan ini terus berubah dan telah terjadi penyerahan ijin lokasi dari BPN
kcpada Pund'l

2 1.3 PClchﬂllﬂ‘ln Koh dan A(lmmlstrasu I’embangunan

_ Faktor kunm yang sangat mcncntuk‘m dalam perencanaan koh adfahh rumusan d'm lalld‘ls"ﬂl =
_hukum tata ruang. Rencana pembangun’m tingkat Nasional, Provinse d'm Kabup'uen!Kol':
_dirumuskan dan dibertakukan scbagm rencana pembangunan 5 tahun

|Empat Langkah Mcndapatk'm Ijm] - : 7
Para pengembang swasta sudah kenal adanya 4 peruman yaitu : ljm Prmslp, ljm lok’a31 ljm
-Perencanaan, dan ljin Mendirikan Bangunan. ljin ini harus dimiliki sebelum memulai
membangun ljin Prinsip dlbcnkan pada proyck bila dlanggap sesuai dan menunjang rencana '
,'pcmbangunan dan tata ruang sebag'u bagian dari \\cwenang Peinda. Sesudah l}in Pl‘lllSlp ljin
'~ lokasi akan diterima dari BPN sctclah d1 cek sesuai dengan sudut pand’mg admlmstrm dan .
pengelolaan tanah. S i SRR e R e
. Penyampaian perbedaan atas um pcmbangun'm dan l_]lll perolelnn lamh anlara lndoncsn dan

. Jepang diharapkan agar mengerti akan keunikan karakteristik sistem Indonesia. Di Jepang
- pembelian lanah harus mendapatk‘m persetujuan pemilik tanah untuk menjual tanahnya kepada -
. pengembang sebagai jaminan dari ijin membangun (Planning Permit), sedangkan di Indonesia
~harus mendapatkan ijin membangun (ljin Prinsip dan Lokasi) terlebih dahulu dan it adatah satu
- prasyarat untuk membeli trzina_h.r ljin lokasi adalah memberikan kc_istinmivaa’n kepada -
pengembang dan memberi balasan-batasah kepada éémi!ik tanah dcngali cara sebagai bcrikul: P

Kclstnmeu aan dnberlkan kepada Pcngcmbang Pengembang dlberlkan hak khusus umuL
“bernegosiasi dan mcmbcll tanah dari pemilik. Kendati demikian hak pcmlllk tanah tetap dnymmi
dan sementara hak yang dlbeukan kepada pengembang akan tidak berlaku jika tidak berhasil

~_ membebaskan pada periode tertentu (schingga pehksanawn proyck tidak Jelas karcna tcrg’mlung _ e

pada pemlhk t'mah dalam men_]ual tanahnya)
l’embatasan Pemilik Tanah : Pemihk tanah lldak boieh men_lual tanahnya kepada pengcmbang -
lain kecuali yang telah mcndapa(kan ijin perolehan / membeli tanah atau bahkan ild‘lk ak'm

: dlbcnkan scrllﬁkdl ataupun tldak boleh mcmbangun mmah dlatas tanahnya

l’erhatlan sekarang tampaknya dltuplk'm untuk mcnghmdarkan adanya pcrsamgan dlanhra

- banyak pengembang dan spekulan tanah yang menyebabkan kenaikan harga yang tinggi dan - .- :
kesemrawutan pembangunan kota oleh banyak pengembang. Namun hal ini ‘banyak dikritik oleh . -

© - para pakar karena para pengembang menikmati terlalu banyak keistimewaan sementara pihak :'f-
pemilik tanah dibatasi berbagai macam. Di Jepang dalam rangka melmdungl hak properu pcmihk

tanah dan adanya kepasuan proyck, akhlmya hanya mclalm konscnsus/persetujuan pemlhk tanah . . |

untuk menjual adalah syarat utama mcmpcroleh um mcmbangun

[Pcngahhan Iiak Pemberlan l]m Lokasn dan Redeﬁmsn Ijm LokaSI} R
Menteri Negara Agrana ‘telah meredefinisi i ijin lokasi melalui Kepulusan Menterl Negara Agrana

E No. 2/ 1999 yang selanjulnya dlpcrkuat dcngan Surat Edaran (Pcbruarn 1999) yang dtalamalkan L B
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. kepada Gubernur Bupati, dan Walikota yang isinya antara lain sebagai berikut: :

1. ljin tokasi hanya diberikan kcp'lda kegiatan investasi (Industri, Pariwisata, Perkebunan dan
~ scbagainya).

- 2. Ljin lokasi tldak lagi memberi hak kepada pcmcgangnya ]_|m lokasi hanyalah kepastian sesuai

dengan rencana tata raang. . -

3. Ljin lokasi tidak lagi diberikan olch BPN tchpl olch Pemdfl o

~ Keterangan terscbut dapat diartikan sccara sederhana bahwa hak-hak istimewa kepada

pcm,eu_lbang dan bat_asan -batasan bagl pemilik tanah sudah tidak ada lagi.

2 L. 4 » AdmmlslraSI dan I’engelolaan Tanah dalam Perencanaan dan Pcmbangunan Kota

UUD 1945 (Pasql 33) mcnyatakan bahwa tanah, air, udara dan kckayaan alam dlkmsal ncgara dan
dlgunakan sebesar—besamya untuk kescjahteraan masyarakat Dengan prinsip UUD ini,
" UUPA/1960 menyatakan bahwa negara mempunyai hak untuk mengawasn semua aspek
kemilikan prlbadl dan berguna bagi manfaat masyarakat. UUPA/1960 ini juga membahas sistem
_ penguasaan tanah yang didasarkan alas hukum adat yang menggambarkan fitosofi masyarakat
" Indonesia sebagalmana dlgambarkan dlatas setclah Undang undang pcnanahan ala_eropa
dmyatakan tidak berlaku. Melalui pengurusan snstem ini, BPN sebagai lembaga negara yang
 mengurusi tanah di scluruh Indonesia menggunakan wewenang untuk mcngomrol mengalokasi

. dan mcmbatam kcmlhkan tanah secara 1ndlv1du, kelompok atau orgamsasn untuk memiliki,

" menggunakan dan mellmpahkannya -
- UUPA/1960 mendefinisikan penguasaan tanah antara lain Hak Milik (M), Hak Guna Bangunan
~ (HGB), Hak Pakai (HP) dan Hak Pengelolaan (HPL) dahm kom ersi dan pcndaﬂaran penguasaan -
tanah, Pemenuhan syarat atas hak milik adalah hanya untuk penduduk / warga negara Indonesna
~ tidak termasuk orang asing dan pemsahaan dengan beberapa pengecuahan Pemegang HGB yang '
L memenuhl syarat hanyalah perusahaan mthk warga ncgara Indoncsm S

-2, l S Sistem Pemblayaan untuk Pembangunan Perumahan dan Kota

- Pcmbangunan pcmmahan di Indonesia sangat tcrgantung pada sumber pemblayaan komersnal

* pasal modal dan pmjaman dari bank komersial merupakan sebaglan bcsar sumbcr pcmblayaan
o pembangunan perumahan, termasuk Perum Perumnas _ o
' Karena penibangurian perumahan merupakan investasi Jangka menengah pcngembang hams
" tergantung kepada bank-bank komersial melalui pinjaman jangka pendek atau menerbitkan surat
¢ berharga yang berjangka pendek untuk membangun rumah-rumah menengah atas. Memngkainyfi

" suku bunga dan rendahnya permmtaan akan rumah akibat krisis ekonomi ‘menyebabkan

'. terpuruknya blsms pembangunan perumahan sebaga1 aklbat s;stem pemblayaan konvensmnal h

- selamaini

“"Selama ini BTN bcrmaln sccara leluasa untuk pemblayaan pembangunan rumah rumah murah

7 dan telah mencapai target pemermtah sampai dengan Februari 1999. Dengan tidak adanya subsidi

K (KPR) sekarang Perumnas’ mengalaml kelebihan stok rumah sebesar 26,000 unit. BTN

o menawarkan suku’ bunga yang rendah untuk pembangunan rumah murah karena berasal dari |
" campuran 3 sumber yaitu Bank Indonesia (KLBI), Depaﬂemen Keuangan dan BT N sendiri. Scjak _

. BTN menalkkaﬁ suku bunga hmgga 41% pada Juli 1998 menyebabkan biaya pembangunan

" rumah murah tidak bisa tertutupi oleh harga tumah murah yang dltetapkan Pemerintah.

" Ketergaritungan Perumnas terhadap pemblayaan jangka pendck t¢rus memngkatkan blaya modal _
"-'pada saat ‘yang sama; menurunkan likuiditas yang dimiliki : Pemblayaan jangka pendek ini

- digunakan unluk investasi tanah yang kadang-kadang pembebasannya memer!ukan waktu lama
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fasilitas penyednm air bersnh saluran dramasc berdamrkan aluran yang kurang Jclas sementara
ini. s :

2.1.6  Reformasi Pemerintah )ang Scdang Terjadi

Reformasi tengah berlangsung di Indonesia scjak adanya perubahan politik pada medio 1998. Hal
ini ditengarai banyaknya undang-undang dan peraturan yang akan mcmperccpat reformasi
- disahkan dan masih banyak undang-undang dan peraturan sedang disiapkan yang mcnyangkut
reformasi banyak sektor pemerintahan antara lain : demokratisasifhak asasi manusia,
desentralisasi, organisasi, kebijaksanaan, kenangan, pertanahan dan peradilan. Diantarahya,
- desentralisasi banyak terkait dengan KASIBA dan Konsolidasi Tanah karena termasuk dalam
lingkup perencanaan kota yang memang sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. UU
- No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Penmbangan Keuangm
antara Pemerintah Pusat dan’ Daerah mempunym makn_'i desentralisasi  dalam  sistem
pemcrmtahan d| ]ndoncsna S B " SR

'UU No 22/1999 tentang Pemermtahan Daerah UU ini dlrancang untuk melaksanakan _
- kebijaksanaan dcscntrallsasn/dekonsentrasn pemermtah dengan tekanan ckonomi pada Pcmcrmfah

- Daerah. UU ini mempunyai sifat : tldak ada steuktur hicrarki Pemcrmtah Daerah, batas yang jelas

- antara fungsi kcwenangan otontas Pemermtah Pusat mekamsmc polmk (pcngangkatan DPRD),
dan slruktur admlmstram yang Jelas R S : :

o UU No. 25/1999 tentang Pertmbangan Keuangan antara Pemermtah Pusat dan Daerah :
~ UU No. 25/1999 dalam praktck mcnyangkut 2 hal utama. Pcrtama adalah pemngkatan otonomi
ditingkat daerah. Pusat tidak ‘lagi berkcpentmgan dengan proyek daerah, Pusat tidak lagi -
- berkepentingan dengan proyek dacrah, subsidi (sek'arang discbut “Aloka51 Umum” dan “Alokasi
Khusus”) diberikan daerah tanpa rincian penggunaan Perbedaan besar lainnya, UU baru ini
'adalah dlpcrbcsamya PAD yang berasal dan sumber daya alam yang terdapat dl daerah

Perubahan dlsposm pcndapatan tldaklah (barangkall) cfckhf menunjang desenlrahsam karcna
_hanya terjadi pada dacrah yang mcmpunyal sumber daya alam. Apalag1 jika dacrah
‘pendapatannya meningkat dari sumber daya alam sebagalmana discbut diatas, boleh jadi total
- pendapatan tidaklah berubah banyak karena bisa saja Pemerintah Pusat akan mengurangi
o bamuannya kepada daerah bersangkutan Semenjak sebaglan besar pendapalan daerah dibantu
" Pusat_berupa alokasi di dacrah, dacrah sangat tergantung pada Pusat (rata-rata 70% dari -
pendapatan daerah berasal dari Pusat) ltulah pentingnya untuk memberikan kebebasan bagi

- * daerah untuk memngkalkan PAD sesuai dengan yang ada untuk melaksanakan desentrahsasn ‘
Secara subslansial, realisasi desentrahsam agaknya sulit d1_|awab Namun demlklan 1mphkasn '

'rfungsn dan pemblayaan desentrahsaSI atau otonoml pemermtahan dacrah dalam pembangunan A
_perumahan dan kota sebagai: . . L IS
- Perubahan fungsi : Pemda akan Ieblh berperan sebagal pelaku ulama, sedangkan Pusat hanya -
: sebagal pendukung Ini artmya Pemda penanggung _1awab utama dalam pembangunan KASIBA
. dan Konsolidasi Tanah (pemrakarsa dan lembaga penyelcnggara) L : ,
'_Admmlstrasr pengambﬁan keputusan ‘Secara administrasi politik proses pengambllan keputusan
lebih bersifat pamslpahf demokrasn dan tranpa:an darlpada sebelumnya B L
- Pengembangan kapasnas Pemerintah Daerah dan masyarakat lokal : KASIBA dan Konsohdas; '

© Tanah tidak dapat dlselenggarakan lanpa pemngkatan kemampuan Pemda dan pemberdayaan

" masyarakat.

' Prioritas leblh tmggl dlberlkan pada pembangunan perumahan dan kota karena terkalt dengan o
' kepenlmgan masyarakat bagn kehldupan sehan harmya o o '
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2.2 Peningkatan dan Pembinaan Sistem KASIBA

2.2.1  UU No. 24 tentang Pcrumahan dan Per muklman

Sistem KASIBA (Kawasan Slap Bangun) didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesna
(UYU No. 4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman).

Ditctapkan bahwa kcscsualan keschatan, kenyaman, kcharmomsan dalam pcmbangunan
‘perumahan dan pcrmuklman ‘adalah kebulvhan dasar yang sangat penting scbagm faktor yang
~ akan meningkatkan kebanggaan kualitas hidup dan masyarak'nt berbudaya adil berdasarkan
~ Pancasila dan UUD 1945. Pcmbangunan Nasional harus sesuai dengan persatuan dan kesaluan
' negam lndonesn

Definisi : '

“Kawasan stap bangun adalah sebld'mg t'mah yang fisik- ﬁsnknya telah dlpersmpkan untuk

pcmbangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu LISIBA .

(Lingkungan Siap Bangun) atau lebih yang pelaksanaannya dllakukan secara bertahap dengan -

tebih dahulu dllcngkap: dcngan _|armgan primer dan sekunder prasarana lmgkun gan sesuai dengan

 rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan memcnuhl
persyfiratan pcmbakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan”. : :

Tujuan KASIBA - .

- Tujuan KASIBA adalah : pemantapan kebuaksanaan b:dang pembangunan perumahan dan
permukiman, pemecahan berbagai permasalahan khususnya pembangunan skala besar oleh
pengembang swasta yang selama i ini tersebar di kawasan pinggir kota, mclaksanakan pengawasan -
dan pengelolaan prasarana kota, pemecah‘m masalah perubahan penggunaan lahan kota yang
 tidak teratur, pemecahan masa}ah kebuluhan perumahan lerutama bagl masyarakal bawah.

Persyaratan ) : :

Dalam rangka mewujudkan zona permuklman Pemda menelapkan satu atau leblh sebagal zona
'pemmklman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wl]ayah Kota di kawasan kota ataupun
perdesaan yang sesuai untuk KASIBA . :
* Persyaratannya paling sedikit menyangkut chcana Detall Tata Ruang, data mengenal luas '
' batas dan kemlllkan tanah, penyediaan j jarmgdn prasarana lmgkungan primer dan sekunder

o Keglatan Pembangunan , ' ' '

- Pembangunan LISIBA dllakukan melalm beberapa tahap, antar'i lam mcnyangkut keglatan :
penyiapan tanah, percncanaan yang sesuai, pemanfaatan pengawasan dan pemlhkan, adanya
prasarana lmgkungan dan penanamanl penghijauan kawasan '

- Para perusahaan swasta yang bergerak dl bldang blSI]lS pembangunan yag akan mengembangkan

- LISIBA dilarang menjual kavling tanah ‘matang tanpa rumah. Berdasarkan ketetapan .

=pcmbangunan LISIBA, sesuai dengan kebutuhan lokal, pata pengembang LISIBA diperbolehkan o

- menjua! kavlmg tanah malang tanpa rumah untuk ukuran kecll dan sedang

Seuap warga mempunyax hak dan kesempatan saina dan kelkutscrtaan seluas luasnya dalam
» membangun perumahan dan permuklman Pclaksanaan kelkutscrtaan bagl masyarakat lm dapat
- rdllaksanakan seca:a mdmdu ataupun keljasama RN S .
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2.2.2 Pencrapan dan Prinsip-prinsip KASIBA
(1) Langkah-langkah Pengawasan dan Pcngclo!a.m Kota

KASIBA, scbagaimana diterangkan dlatas dapat diartikan sebagan upaya pengawasan dan
pengelolaan kota, (bukan pelaksanaan proyek), yang berupa penycdlaan rumah / bangunan. Tanpa
pendekatan KASIBA menyebabkan pcrkembangan yang semrawut dan terpencar sebagaimana
dapat dibuktikan pada perkembangan kota masa lalu dan sekarang di DKI Jakarta. Bila KASIBA
dlletapkan/dlrancang, pembangunan realestat akan diatur dalam KASIBA yang diciptakan secara
 terpadu dan menyatu sebagai kawasan sosial dalam suatu kota. Ini dapat dilaksanakan dalam 2 hal,
~ pertama adalah pengurangan atau pelarangan realestat membangun di luar KASIBA dan yang hm
adalah menawarkan suatu yang menarik bagi pembangunan dan kcqepakalan penanaman modal di
KASIBA. -
Fungsi lain dari KASEBA adalah untuk mengclola pembangunan kota dalam kawasm
. perencanaan. Secara umum pelaksanaan pembangunan kota terdiri atas 4 Leglatan 1. Penentuan
~ kawasan pembangunan; 2. Pembangunan prasarana (primer); 3. Pembebasan tanah dau 4
Pembangunan fisik / rumah (hasil akhir pcmbangunan) Slstcm pembangunan kota (tidak terbahs
‘pada KASIBA) secara teori dlklamﬁkamkan dalam 5 tlpe sesuat derajat kelerllbatan masyarak'n
seperti dluralkan diatas )'allu : :

Khsnﬁk‘m Urban Development
B Tipe-1: Inisiatif seluruhnya oleh Pemerintah S
7 Tipe-2: Penyedman Prasarana dan Tanah oleh I’emermrah
- Tipe-3: Penyediaan Prasarana oleh Pemerintah . - T
Tipe-4: Pemerintah hanya menelapkan kawasan pengembangan R
- Tpe -3: Selumhnya m:s:ahf swasla '

'Dalam kaltan dlalas KASIBA secara teori diartikan sebagal sknm/skema kerjasama dan g
* pembagian antara swasta/masyarakat dan pcmcrmtah dalam perencanaan dan pembangunan kota '
-+ Pengelolaan KASIBA adalah melaksanakan tugas pemermtdhan dan pengawasanlpengembangan '
- keterlibatan swastafmasyarakat Scmentara plhak swasta diharapkan untuk terlibat di berbagai
- sektor publik, maka keterlibatan pemermtah juga dlperlukan untuk menunjang keterlibatan -

“swasta terscbut danr mcngamankan kepenimgan masyarakat dan kesejahteraaan 3031al dalam
pcmbangunan kota. :

-(2) Klasnﬁkasn dan Apl:kasn Slstem KAS!BA T

S Sehubungan dengan lipe-tipe s;slem pengelolaan kota yang tclah d|k1a31ﬁka31kan dlatas 3 tlpc
' snslem KASIBA yang dllerapkan di Indonesia dturalkan sebagal berlkut P

' KAS]BA Sistem-1 : T:pe 4 (Penetapan Ka\\asan Rencana Pengembangan)
KASIBA Sistem-2 : Tipe- -3 (Penyediaan Prasa:ana)
KASIBA ‘Slstem 3: 'Ilpe 2 (Penyedlaan prasarana dan pembebasan tanah)

DTG

Mclalm pcngkajlan pelaksanan 31stem dalam skema pengelolaan KASIBA yang dlusulkan, :

. scbagaimana yang telah dibahas datam bagian 2.2.3, Panma Pengarah menyatakan bahwa sistem - e

KASIBA yang dllaksanakan tidak bertentangan dengan UU No. 4/1999 tentang KASIBA,; dan

- beberapa premis yang disimpulkan bahwa sistem KASIBA scyogyanya ada 3 opsi, salah satu atau i
_ kombinasi diantaranya. Oleh karena itu harus dmyatakan bahwa 3 sistem discpakati melalm wi-

~coba kemungkman blsa diterapkan dalam percncanaan kota dl Indonesia yang akan dlbahas S
~ berikut ini :
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Tipe-1 U Tipe-2 o Tipe-3 B Tipe-4 © Tipe.S
. Pembapgunan Penyedia tanah Temba ngﬁnml Semuanya oleh
runlsh!bﬂngnnan dan Penibangunan Real estat swasta

rumah/bangunan

e

\ Prakarsa .
Prakarsa Swasta ¥ Pt:}ibnll:
. vgayperan Jdan
ipcmcri“'ah mﬂmm | ! o

Semua Mlenyediakan tanah l\‘lenyedlni{n.n
dilaksanakan prasarana dan
Pemerintah . rencans

/\

Membuat rencann
taitaly prasarana :
dan rencans .

. T T T - : . . “Kawasan yang
| Klasifikasi 'S(IA'SIB‘; L ]S(i?tsel '1’-‘; Lo ';]AlS[H': . | dikembangkan diatur
Sistem KASIBA stens- . by sten-1 sesual Rencana Tata
_ . . s . . Rua.nrgi_h__

ApllknslSIslenl’ N . KASIBA J . Wﬂlnsler s
Y KASIBA .| Froyek | pltan . _ ___}
lKASIBA Prioritas . . KASIBA T

Gambar 2. 2 I KIasnﬁkasn dan Aphkas: Slstem KASIBA

-SISIC]‘II KAS]BA scbcnamya dlrancang dalam rangk’t mcnanggapl persoal'm kota dan
kebljaksanaan pembangunan perumahan / kawasan / kota. Pada akhirnya, perbedaan sistem

A,

A

 pelaksanaan melalui pengelola KASIBA seharusnya dISIapkan secara umum dan khusus

: 'scbagalmana dapat- memenuhi berbagai kondisi, kebutuhan dan problem kota pada masa
o mendalang Pencrapannya dalam pcrencanaan kota dltunjukkan sebagal benkut B

Ammmmmmm@mmm

KAS]BA S:sleml Kawasan Rencana Induk KAS!BA (Pembangunan Kota I‘erpadu Jangka
Panjang)

Pada sistem yang berja]an sekarang ini, Pemermtah {1dak melakukan apa apa tetapl menunggu proyck-proyek
pembangunan yang akan diajukan oleh swasta/masyarakat pada berbagai tempat di kawasan kola sesuai
dengan rencana tata ruaug Dalam KASIBA Sistem-1, Pemerintah dari sudut pandang strategis perencanan
‘kota dapat memuluskan secara positip mengenai proyek pembangunan kota. Ini keuntungan besar (Great
Advantage) bagi ' perencanaan kota di Indonesia semenjak Pemerintah secara jelas dan posilip
memimpmlmemulal pelaksanaan pembangunan Kota mielalui ImSIatlf Pemerintah. Penctapan KASIBA
haruslah mempunyai landasan hukum bahwasanya semua pembangunan kota harus dikoordinasikan melalui
Rencana Induk KASIBA. Kesnnpulannya KAS]BA S:stem l dapal dlgunakan untuk mempcrkuat
pengawaqan Pembangunan ’lata Ruang Ko!a e : T 2

KASIBA Slstem 2 Kawasan Prloritas KAS]BA (Pembangunan Kota yang Bertahap dan Terarah)
KASIBA Sistem-2 dlletapkan dengan beberapa prioritas kemana arah perkembangan diharapkan. Caranya
dengan - membangun prasarana Imgkungan primer dan sekunder sesuai dengau perkembangan yang
dlpromos:kan Penerapan smtcm ini dlsesualkan dengan tahap tahap pembangunan kota I
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KASIBA&SMMKASIEA
KASIBA sistem-3 diterapkan untuk penyediaan tanah untuk tujuan khusus misalnya untuk perumahan
industri, komersial dan sebagainya, sesuai dengan instansi yang bertanggung jawab untuk
mengembangkannya. Sistein ini sebaiknya untuk memantapkan kawasan yang memang sudah diprioritaskan
dalam perencanaan kota yang mana pembebasan tanah sulit dilakukan olch swasta. Sistem ini harus
dlperlengkapl dcngan landasan hukum yang kuat temtama untuk pembcbasan tanah

Rencana induk KASIBA akan dibuat mencakup keterpaduan dan penyaluan perkembangan kota pada 10
tahun mendatang (KASIBA Sistem-1).

Pada rencana induk, prioritas kawasan ditetapkan untuk dlbangun prasarana prlmcr agar mcnank investor dan

pengcmbang swasta untuk membangun (KASIBA Sistem-2). -

Tanah harus sudah tersedia pada kawasan prioritas agar memiliki arti uniuk mcmbangun kawasan prlomas

.} demi lereallsamkannya rencana mduk KASIBA (KASlBA Sistem- 3)
L

| 3) Prmsnp prmsm KASIBA : , &
_Ada 3 prm:np untuk menun_]ukkan SIStcm pchksaman KAS]BA adalah sebagal berlkut

Konsep Dasar Srslem umuk memngka!kan layanan kepenlmgan masyarakm dﬂ!i
kesejahteraan Sosial

Prinsip-prinsip (1} 'Penu:hhan bm)a oleh pengguna (dengan pembayaran)
o (2} Ekonomi Pasar (Kompetisi)
Pengendahan perencanaan kota dalam pemban gunan koia berdasarkan ekonmm pasar

o PcmuhhanBlaya L Lo ' R ' -
* KASIBA harus dlperlcngkapl dengan ]) Slslem pembayaran bagl yang memperoleh manfaat d'm '
. pembebanan biaya untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan dalam pembangunan prasarana
Sistem ini tergantung pada pilihan KASIBA Sistem-1 sampai dengan Sistem-3, termasuk kontrol
- harga tanah, peningkatan nilai objek pajak pajak~pajak khusus, pajak keuntungan, harga
* penjualan tanah, pendapatan langsung , luran pembangunan, dan konlrlbusn tanah (cadangan
tanah untuk dijual). Sistem pembagian beban biaya untuk pcmbangunan prasarana antara 3
~ pihak : Pemerintah Pusat, Daerah dan Badan Pengelola KASIBA serta penyelcnggara LISIBA
h'lrus dlmptakan sesuai klamﬁkasn prasarana yang dlbangun pada KASIBA R

.. Ekonoml Pasar : S ' SRR S R
- Proyck- proyek KAS!BA d}kelola dan dllaksanakan scsual prm31p ckonoml pasar (1) Kompehsl -
- dan ‘sistem terbuka akan dibangun bagi kesertaan swasta (pengembang dan mvestor) dalam

penyclengara LISIBA-lebih spesifik, SlSlem tender terbuka diterapkan bagi pemegang ijin '_
pembangunan LISIBA dan kontraktor ; (2) Bahkan jika skema KASIBA dilaksanakan -

- berdasarkan ekonomi pasar, subsidi dlbenkan hanya bila ada penyertaan modal Pemerintah,

- seperli misalnya dalam pembangunan rumah murah dan lamnya diusulkan untuk dilaksanakan - o

- oleh Badan Pengelola KASIBA da;i BUMN (Perum) agar pengelolaan KAS]BA tldak
'mendapatkan kesuhtan keuangan C

: Pengendahan Perencanaan Kota (Clty Planmng Control)

" Pengendalian perencanaan kota akan secara tegas dltlngkatkan untuk sektor swasta melalul o

pengembangan LISIBA dengan memperkenalkan peraturan—peraturan daerah tentang penggunaan B

tanah, bangunan, fasilitas umum dan lamnya sesuai dengan 1_|m pembangunan yang dlbenkan 7
- scbagm penyelcnggara LIS]BA . . 2

1o
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